


6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang
Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalulintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan  Publik  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5038);

14. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5059);

16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
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(nas teknis adalah satuan kerja Perangkat dacrah yang bertanggung
jawab dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian sesuai tugas
dan fungsinya

I"mt l'rk.:\n adalah Tim yang dibentuk oleh Walikota Makassar yang
terding dan Pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait perizinan
yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka
memberikan rekomendasi Kepada Kepala Badan.

[zin adalah - dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah
berdasarkan  peraturan  daerah  atay peraturan lainnya yang
merupakan bukt legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya
sescorang  atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan
fertentu,

Penzinan adalah  pemberian legalitag kepada orang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda
daftar usaha,

Non Perizinan adalah pemberian legalitas kepada sescorang dalam
bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal
baik penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal
asing untuk melakukan usaha dalam kota makassar, yang meliputi :
lzin Prinsip Penanaman Modal, 1zin Usaha untuk berbagai sektor
usaha, lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, Izin Usaha
Perluasan untuk berbagai scktor usaha, lzin Prinsip Perubahan
Penanaman Modal, lzin usaha perubahan untuk berbagai sektor
usaha, lzin prinsip penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, [zin
usaha penggabungan Perusahaan Penanaman Modal untuk berbagai
sektor usaha, lzin pembukaan Kantor Cabang, lzin Kantor perwakilan
Perusahaan Asing (KPPA), Surat lzin usaha Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing, Fasilitas bea masuk atas impor mesin, Fasilitas
bea masuk atas impor barang dan bahan, Usulan fasilitas Pajak
Penghasilan (PPh) Badan untuk Penanaman Modal di bidang-bidang
usaha tertentu dan atau di dacrah-daerah tertentu, Usulan fasilitas
pembebasan atau pengurangan Pajak penghasilan (PPh) Badan Angka
pengenal Importir Produsen (API-P), Angka Pengenal Importir Umum
(API-U), Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA),
Rekomendasi Visa Untuk Bekerja (TA.01), Izin Mempekerjakan Tenaga
Asing (IMTA), Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman Modal.
Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap
waktu, prosedur, biaya pemberian perizinan dan non Perizinan.
Penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu adalah kegiatan proses
pengelolaannya mulai  dari tahap permohonan sampai ketahap

terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam saty pintu dan
satu tempat,

Jenis pelayanan adalah perizinan dan non perizinan yang dikelola
oleh unit pelayanan perizinan terpadu,

Persyaratan adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam
Pengurusan suatu jenis pelayanan.

Waktu  pelayanan adalah  waktu yang  diperlukan  untuk
menyelesaikan seluruh proses perizinan dan non perizinan,
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